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PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN ‘ : |
NOMOR!L/TAHUN 2012 -

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMGCR 4 TAHUN 2012
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E5A

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a.  bahwa sehubungan dengan telah diterimanya Alokasi Dana Bantuan Keuangan
Provinsi Sumatera Utara bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota pada APBD
- Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Surat Gubernur
Sumatera Utara Nomor : 900/1513/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal
Pemberitahuan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota pada APBD Provsu Tahun
Anggaran 2012, menyebabkan pergeseran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten
Simalungun Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa wverdasarkan pertimbangan sebagaimane dimeksud pada auruf a, perlu
membentuk Peraturan Bupati Simzlungun tentang Perubahan Per:ama Peraturan
Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupéten Simalungun Tahun Angga.an 2012,

Menainact : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan [aerah Gtonom
Kabupaten- Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran ‘Negara
Republik Indenesia Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyele:ggaran Negdra yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolust dan Mepotisme (Lembaran Negara Rej ublik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L=mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355); A

4. Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

' Negara P.epublii«; [ndorcsia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lerabaran Negara
Republik Tridonesia Nomaor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perieriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4409);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):




12.

15.

16.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun, 2004 tentang Pemerintahan Da2rah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia ‘Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12>Tahun 2008 tentang Perubahan Kedué a.tas'
Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar-én
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomar 59,_'! Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 43844);

-Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antvara
Pemerintahl Pusat dan Pemerinfahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Norﬁor
4438); ‘

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pémbentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Sy,
5234)

Lembarar Megara Republik Indonasia tiomor ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan din Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor
4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajaik Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2001 Nomer 118, Tambahan Lembaran N2gara Republik
Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tumbahan Leribaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturah_Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

-(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 1575)

e

Peraturar. Pemerintah Homor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Inforrnasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2905 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kevangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomar 140, Tambazi:an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasari atas'Pen\,:e}enggaraan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara ﬁepublik
Indonesia Tahun 2005 Nomeor 165, Tambahan Lembaran Jegara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturanv Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Dzerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daerali Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 1 seri D Nomor 1);

Peraturan Menteri Dalem MNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentarig Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menterl Dalam Negerl Nomer 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua astas
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tan ggal diundangkan

Agar scliap orang mmgua'wumyu memarintahkan penga

Kabugaten Simalungun.

Ditctapkan ¢ Pamaiang Ray

Diundangkan.di Pamarang Raya

pada tenggal 11 Qum 2012
PIL. SEXRETARIS DAERAM ABUPATERN SIMALUNGURN,
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